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Pemkot Surabaya Beri Kepastla HukumbaglPemegang Surat ljo

Surabaya, Bhirawa

Pemkot Surabaya mengambil langkah solutif dalam penyelesaian
masalah Pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat ljo dengan
pemberian sertifikat hak guna bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan
Lahan (HPL) kepada 39 pemegang IPT.

Penjabat sementara (PJs) Wali Kota
Surabaya Restu Novi Widiani di Sura-
baya, Senin, meng.uakdn langkah ini
merupakan momen penting dalam mem-
berikan kepastian hukum kepada
masyarakat pemegang IPT,

“Ini adalah momentum yang sangat di-
nanti oleh masyarakat, khususnya pe-
megang IPT, yang selama ini menantikan
kejelasan atas tanah yang mereka manfaat-
kan,” kata Restu Novi di sela penyerahan
sertifikat HGB di atas HPL kepada warga
di Balai Kota Surabaya yang disaksikan
perwakilan dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasion-
al (BPN), Kejaksaan hingga Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK), Senin (14/10),

Ta mengatakan Pemkot Surabaya telah
* menindaklanjuti arahan dari Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) melalui surat
nomor AO.02/2153/X11/2022 yang berisi
tentang solusi melalui pembenian sertifikat
HGB di atas HPL milik Pemkot Surabaya.
“Tentunya dengan tarif yang serendah-
rendahnya dan jangka waktu hingga 80
tahun,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa Pemkot Sura-

baya telah mengambil berbagai Tang-
kah penting untuk mewujudkan kebi-
jakan ini, di antaranya adalah berkoor-
dinasi dengan BPK, KPK dan aparat
penegak hukum lain untuk memastikan
landasan hukum yang kuat bagi pem-
berian HGB di atas HPL.

Selain itu, Pemkot juga telah mener-
bitkan Peraturan Daersh (Perda) Kota
Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah, serta
Peraturan Wali Kota Surabaya terkait
pmsedur pemberian HGB di atas HPL.

“Kami juga bekerja sama dengan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I dan II dalam
proses pencrbimn sertifikat HGB di atas
HPL ini,” ujarnya.

la menjelaskan salah satu keuntun-
gan dari HGB di atas HPL adalah tarif
retribusi yang lebih terjangkau. Misal-
nya, lshan dengan lebar jalan hingga 8
meter, .tarif retribusi yang ditetapkan
Rp275 per meter persegi per tahun, Se-
dangkan lebar jalan lebih dari 8 meter,
tarif retribusi yang ditetapkan Rp350
per meter persegi per tahun.,

“Selain itu, sertifikat HGB di atas
HPL diterima oleh lembaga Kevangan se-

Penyerahan serlifikat hak quna bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada 39-Pemegang Izin Pemakaian Tansh (IPT) atau Suret ljo.

bagai jaminan, karena dapat dipasang Hak
Tanggungan, yang tentunya memberikan
manfaat ckonomi bagi masyarakat pe-
megang HGB,” tuturnya.

Kepala Kantor Wilayish BPN Provinsi
Jawa Timur Lampri mengimbau masya-
rakat yang tanahnya masih berstatus Su-

rat Tjo agar segera mengurus sertifikat
HGB di atas HPL. “Ini merupakan lang-
kah luar biasa, pemerintah hadir untuk
memberikan solusi dan kepuslian hukum
kepada masyarakat,” kata Lampri,

Ia menega&kan bahwa sertifikat HGB
di atas HPL ini berlaku selama 80 tahun,

entara

dengan pemberian secara bertahap. Mu-
lai dari 30 tahun pertama, diperpanjang
20 tahun dan diperbarui selama 30
tahun, “Syarat perpanjangan HGB di
atas HPL tentu saja harus membayar retri-
busi dan mendapat rekomendasi dari
pemerintah kota,” ujarnya. ant.wwn
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